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 ABSTRAK 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP). Kinerja harus diukur untuk mengetahui seberapa baik suatu instansi 

telah mencapai tujuannya. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan atau instansi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja, dengan demikian 

terlihat apakah kinerjanya sudah bagus atau masih harus diperbaiki. Metode penelitian 

yang digunakan berupa pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, dan 

kuesioner. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian, prespektif keuangan di Dinas Tenaga Kerja Sleman menunjukan hasil 

perhitungan pada tingkat efisien berada pada kategori tidak efisien lebih dari 100% yaitu 

sebesar 282,23%. Berdasarkan perspektif pelanggan di Dinas Tenaga Kerja Sleman 

menunjukan hasil yang baik, dikatakan baik karena sebagian besar masyarakat merasa puas 

terhadap layanan di Dinas Tenaga Kerja Sleman. Perspektif proses bisnis internal penilaian 

kerja pegawai yang sekarang jauh lebih efektif dan efisien.Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan di Dinas Tenaga Kerja Sleman menunjukan hasil yang baik. Dengan adanya 

penelitian ini, maka penulis berharap agar Dinas Tenaga Kerja Sleman dapat menggunakan 

metode Balanced Scorecard. Sehingga dengan metode ini diharapkan Dinas Tenaga Kerja 

Sleman dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dan meningkatkan untuk 

menjadi lebih baik. 

Kata Kunci: Kinerja Instansi Pemerintah; LKIP; Sistem Akuntabilitas; Balanced 

Scorecard
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran 

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 terkait 

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh sebab itu bagi  

instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) untuk laporan tugas kinerja pada instansi tersebut. LKIP 

diupayakan guna membantu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka dan tanggung 

jawab, dan untuk alat strategis untuk mengevaluasi peningkatan kinerja di masa 

mendatang guna memperbaiki kualitas pelayanan publik (Adhan & Sembiring , 

2019). 

Perkembangan yang sangat pesat mendorong pemerintah untuk 

membangun pemerintahan yang baik (Good Government Governance). Good 

Government Governance yang efektif mewajibkan adanya hubungan yang baik 

serta integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Maka dari itu 

penerapan konsep Good Government Governance, dalam pelaksanaanya 

merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Dengan mewujudkannya Good 

Government Governance maka negara lebih mudah untuk menggapai cita-citanya. 

(Ramadani, Alam, & Ibrahim, 2020). 

Organisasi pemerintah dituntut guna memenuhi keinginan beraneka 

anggota stakeholders yaitu berupa pemeroleh fasilitas, pegawai, lembaga 

penyumbang pinjaman ataupun hibah, rakyat dan pembayar pajak. Tanggung jawab 

pada pemerintah yaitu menunjukan daya terhadap cara uang publik dibelanjakan 

secara ekonomis, efektif dan efisien. Kinerja sektor publik tidak dapat digambarkan 

dengan ukuran finansial saja, disebabkan sifat output sektor publik banyak bersifat 
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intangible output. Maka perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial 

(Setiawan & Avrilivanni, 2020). 

Ketika melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah masih memiliki 

beraneka ragam kendala dan masalah untuk menciptakan good governance secara 

utuh. Banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan 

oknum pejabat pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja harus diukur untuk 

mengetahui seberapa baik suatu instansi telah mencapai tujuannya. Pengukuran 

kinerja ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan atau instansi dalam 

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja, dengan demikian terlihat apakah 

kinerjanya sudah bagus atau masih harus diperbaiki. Hasil pengukuran kinerja dapat 

dijadikan acuan perusahaan untuk melakukan perbaikan guna memperbaiki kualitas 

perusahaan maka dari itu dapat meningkatkan daya saingnya. Pengukuran kinerja 

bisa dilakukan menggunakan metode Balanced Scorecard (Ramadani, Alam, & 

Ibrahim, 2020).  

Balanced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang 

mengintegrasikan good corporate governance. Merupakan sebuah metode 

pengukuran kinerja yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara 

menyeluruh, tidak hanya pada aspek keuangan namun juga pada non-keuangan. 

Pengukuran kinerja ini diukur dengan menggunakan empat perspektif yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penggunaan metode ini pada Dinas 

Tenaga Kerja Sleman untuk mengukur kinerja guna memberikan gambaran kinerja 

secara menyeluruh serta memberikan gambaran tentang berhasil atau tidaknya dari 

empat Perspektif tadi (Adhan & Sembiring , 2019). 

 Metode penelitian yang digunakan berupa pengumpulan data dengan cara 

wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Berdasarkan Perspektif keuangan dinilai dari tiga tingkat yaitu 

efisien, ekonomis, dan efektifitas. Berdasarkan Perspektif pelanggan digunakan 

empat skor yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan Perspektif proses bisnis internal Dinas Tenaga Kerja Sleman dapat 
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mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Hasil yang 

didapat dari penelitian dipergunakan untuk bahan evaluasi serta perbaikan bagi 

kualitas pelayanan Dinas Tenaga Kerja Sleman. Akan tetapi pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, Dinas Tenaga Kerja Sleman dapat mengetahui 

produktivitas dan kemampuan pegawai dalam kualitas, maka dari itu hasil 

pengukuran perspektif dapat dijadikan sumber informasi dimana pihak manajemen 

harus meningkatkan pelatihan bagi pegawai jika hasil dari perspektif ini kurang 

baik (Adhan & Sembiring , 2019). 

Penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Sleman menggunakan aplikasi e-

kinerja, dimana system tersebut terhubung dengan presensi kehadiran dan waktu 

kedatangan. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kinerja karyawan akan 

terverifikasi dalam aplikasi tersebut. Pada awal tahun biasanya akan dilaksanakan 

SKP (Sasaran Kinerja Karyawan) adalah rencana dan target kinerja yang harus 

dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat 

diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Bertujuan untuk menjamin 

objektivitas pembinaan PNS yang akan dilakukan berdasarkan system prestasi 

kerja. Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang penilaian kerja PNS dan Perka 

BKN Nomor 1/2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS, maka PNS diwajibkan 

menytusun SKP. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Sleman 

dengan metode Balanced Scorecard ? 

2. Bagaimana pengaruh penilaian masyarakat terhadap penilaian pegawai 

? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui dan mengevaluasi kinerja karyawan Dinas Tenaga 

Kerja Sleman, Yogyakarta dengan menggunakan metode balanced 

scorecard yang dinilai dari Perspektif keuangan, Perspektif pelanggan, 
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Perspektif bisnis internal, dan Perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran.  

2. Dapat mengetahui hal yang perlu dilakukan perusahaan guna 

meningkatkan kinerja, baik dari keuangan atau non keuangan.  

1.4 Target Magang 

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka target magang adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Sleman 

sesuai dengan metode Balanced Scorecard. 

2. Untuk mengetahui kinerja di bagian keuangan dan non keuangan.  

1.5 Manfaat Penulisan  

Dari pemaparan tujuan magang diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manfaat  magang yang ingin dicapai adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai 

kualitas kinerja karyawan dalam instansi kedinasan pemerintah.  

2. Bagi Instansi Pemerintah 

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan manfaat dan masukan 

yang berguna untuk bahan informasi serta bahan acuan instansi 

pemerintah guna meningkatkan kinerja karyawan pada instansi 

tersebut. 

1.6 Bidang Magang  

Aktivitas magang dilakukan pada bagian keuangan. Dimana aktivitas ini 

untuk membantu Dinas Tenaga Kerja Sleman, Yogyakarta dalam menilai kinerja 

atas karyawannya.  

1.7 Lokasi Magang  

Nama Instansi : Dinas Tenaga Kerja Sleman, Yogyakarta  
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Alamat  : Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 

Kode Pos : 55511 

No Telepon : (0274) 868429  

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Magang 

 

 

Sumber : Google Maps  

1.8 Jadwal Magang  

Pelaksanaan aktivitas magang dilakukan selama 3 (tiga) bulan dimulai pada 

tanggal 1 Maret 2022 sampai 1 Juni 2022. Dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 

1 (satu) minggu dengan jam kerja mulai dari 7.30 WIB hingga 15.30 WIB pada hari 

Senin-Kamis dan 7.30 WIB hingga 14.30 pada hari Jumat. Pada bulan Ramadhan 

dimulai dari 7.30 WIB hingga 14.30 WIB pada hari Senin-Selasa dan 7.30 WIB 

hingga 13.30 WIB pada hari Jumat.  

 

Tabel 1. 1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

No Keterangan Waktu Pelaksanaan 



7 
 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 Pencarian 

Tempat 

Magang 

       

2 Pelaksanaan 

Kegiatan 

Magang 

       

3 Penulisan 

Term Of 

Reference 

(TOR) 

       

4 Penyusunan 

Laporan 

Magang 

       

5 Ujian Tugas 

Akhir 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kinerja dan Penilaian Kinerja  

2.1.1 Kinerja 

Amstrong dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil yang 

didapat dari organisasi baik orientasi profit maupun non profitnya pada satu 

periode tertentu (Fahmi, 2017).  

Kinerja adalah pencapaian hasil kerja individu maupun anggota 

pada suatu perusahaan atau instansi setara tugas yang diberikan. Kinerja 

merupakan capaian perwujudan kegiatan untuk melaksanakan visi, misi, 

serta tujuan pada organisasi (Afandi, 2018). 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian yang 

dilakukan oleh individu dan kelompok pada satu organisasi dengan 

menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan atau 

instansi.  

2.1.2 Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja merupakan seluruh penilaian pelaksanaan kinerja 

pegawai seacara menyeluruh pada satu periode perusahaan tersebut 

(Kasmir, 2019). 

Penilaian kinerja merupakan salah satu cara mengkaji potensi, 

sumbangan, dan  prestasi pegawai pada organisasi yang berlandaskan guna 

peningkatan (Hartatik, 2014). 
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Maka dapat disimpulkan, penilaian kinerja merupakan penilaian 

untuk menilai pencapaian kinerja yang didapat suatu perusahaan atau 

instansi guna melihat perkembangan perusahaan dan pegawainya. 

2.1.3 Manfaat Penilaian Kinerja  

Beberapa manfaat penilian kinerja oraganisasi untuk : 

1. Mendorong motivasi pegawai   

Penilaian kinerja yang dilakukan perusahaan untuk melihat 

seberapa besar bobot pekerjaan dan seberapa besar bonus yang 

harus diberikan. Dengan demikian, pegawai akan termotivasi 

untuk bekerja lebih giat agar mendapatkan penilaian kinerja 

yang baik. 

2. Menggali potensi diri pada pegawai 

Hal ini dilakukan untuk menggali potensi diri atau kemampuan 

yang dimiliki para pegawai. Potensi diri para pegawai tersebut 

bisa dikembangkan guna untuk memajukan perusahaan.  

3. Menjadi bahan evaluasi  

Pada penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi dari segi pegawai maupun perusahaan. Evaluasi 

ini nantinya akan berguna untuk membangun perusahan dan 

pegawai kwe arah yang lebih baik. Selain itu, hasil dari evaluasi 

dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan langkah 

selanjutnya.  

4. Menjadi parameter pengukuran gaji  
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Hal ini dapat dilakukan sebagai parameter pengukuran dalam 

menaikan gaji pegawai. Apabila pegawai tersebut memiliki 

penilaian yang baik maka perusahaan dapat memberikan gaji 

yang lebih karena besarnya distribusi yang diberikan pegawai 

tersebut kepada perusahaan.  

5. Untuk menentukan kenaikan jabatan  

Penilaian kinerja yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari pegawai. 

Perusahaan dapat melakukan review sebelum akhirnya dapat 

memutuskan apakah pegawai tersebut berhak untuk 

mendapatkan kenikan jabatan.  

2.1.4 Indikator Penilaian Kinerja  

Menurut (Robbins, 2016) indikator kinerja merupakan pengukuran 

tentang sejauh mana pencapaian kinerja pegawai. Penilaian pekerjaan 

pegawai dinilai dari faktor-faktor penting. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya : 

1. Kualitas kerja 

Diukur dari kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan 

kelengkapan tugas atas ketrampilan dan kemampuan pegawai. 

Baik buruknya kualitas kerja digambarkan dari penyelesaian 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta kemampuan dan 

ketrampilan pegawai dalam menjalankan pekerjaan. 

2. Kuantitas  



11 
 

Adalah ukuran hasil kerja unit maupun jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan pegawai sehingga kinerja para pegawai dapat 

diukur melalui jumlah (unit/siklus) tersebut. Merupakan jumlah 

yang dihasilkan dinyatakan dalam jumlah unit, jumlah siklus 

aktivitas yang dilakukan.  

3. Ketepatan waktu  

Adalah aktivitas yang harus diselesaikan pada awal waktu yang 

telah ditetapkan,  dilihat dari hasil output dan memaksimalkan 

waktu yang ada untuk kegiatan lain. Ketepatan waktu untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan dapat digunakan sebagai 

indikator penilaian kinerja pegawai. 

4. Efektivitas  

Adalah tingkat penggunaan sumber daya organisasi yang berupa  

tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku yang harus 

dimaksimalkan, bertujuan untuk menaikan hasil pada setiap unit 

penggunaan sumber daya  baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya yang berupa teknologi, modal, informasi, dan 

bahan baku agar dapat digunakan dengan semaksimal mungkin.  

5. Kemandirian  

Merupakan tingkat seseorang dalam menjalankan fungsi 

kerjanya tanpa menerima bantuan dan  imbingan dari pengawas.  



12 
 

2.2 Balanced Scorecard  

2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang 

digunakan perusahaan bisa disebut juga dengan strategi manajemen. 

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu Balanced dan Scorecard. 

Balanced yang artinya berimbang, yaitu penilaian kinerja seseorang yang 

dilakukan, dilihat dari Perspektif keuangan dan non keuangan, dalam jangka 

pendek dan jangka panjang, sedangkan Scorecard  artinya kartu skor, yaitu 

merupakan kartu skor perencanaan untuk di masa (Mulyadi, 2014). 

Balanced Scorecard merupakan suatu konsep pengukuran kinerja 

bisnis yang pertama kali dipubliskan oleh Robert S. Kaplan (Guru Besar 

Akuntansi di Harvard Business School) dan David P. Norton (Presiden dari 

Renaissance Solutions, Inc.). 

Adapun pengertian Balanced Scorecard dari beberapa ahli yaitu: 

a. Luis dan Biromo  

“Balanced Scorecard adalah alat manajemen kinerja yang 

membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke 

dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial 

dan non finansial yang terjalin dalam hubungan sebab akibat.” 

b. Dr. Robert S. Kaplan dan David P. Norton (1992) 

“Balanced Scorecard  adalah metode alternatif yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih 
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komperhensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan saja, 

namun juga pada kinerja non keuangan meliputi Perspektif 

pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan.” 

c. Tunggal  

“Balanced Scorecard  adalah laporan akuntansi yang didalamnya 

terdapat empat faktor sukses dari perusahaan yaitu kerja finansial, 

kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, inovasi dan 

pembelajaran.” 

d. Wikipedia  

“Balanced Scorecard adalah alat manajemen kinerja strategi 

laporan terstruktur semi-standar, yang dapat digunakan oleh 

manajer guna melacak kegiatan yang dilaksanakan oleh staf 

dalam kendali manajer dan guna memantau konsekuensi yang 

timbul dari tindakan ini.” 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan Balanced 

Scorecard merupakan salah satu metode pengukuran kinerja untuk 

pengambilan keputusan dalam strategi perusahaan atau instansi 

menggunakan empat Perspektif yaitu Perspektif finansial, Perspektif 

pelanggan, prspektif bisnis internal, dan Perspektif proses belajar dan 

pertumbuhan kinerja. 
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2.2.2 Organisasi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan 

dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa oleh publik 

yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur hukum. 

Tujuan oraganisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan masyarakat sebagai pelanggan atas jasa atau produk yang 

dihasilkan. Maka, pengukuran kinerja setor publik terletak pada hasil dan 

bukan pada input dan proses.  

2.2.3 Balanced Scorecard untuk Organisasi Publik  

Pada mulanya Balanced Scorecard hanya digunakan untuk 

organisasi bisnis sektor swasta, namun seiring dengan perkembangannya 

Balanced Scorecard dapat diterapkan pada organisasi bisnis sektor publik 

dan organisasi nonprofit lainnya. Organisasi sektor publik memeiliki tujuan 

yaitu untuk memaksimalkan pelayanan publik. Dinas Tenaga Kerja Sleman 

merupakan instansi pemerintah dimana merupakan pure nonprofit 

organizations oleh karena itu Balanced Scorecard bisa diimplementasikan 

dengan memvariasi perspektif pelanggan diberikan tempat di atas yang 

kemudian diikuti perpeksit finansial, perspektif roses bisnis internal, serta 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Mahsun, 2006). 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Pada Perspektif ini Balanced Scorecard berfokus pada 

kemampuan perusahaan untuk mewujudkan laba dan cara untuk 
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membuat laporan keuangan perusahaan dianggap baik oleh 

pemegang saham. Ukuran finansial yaitu ukuran untuk menakar 

keberhasilan perusahaan melalui kemampuan dalam mengatur 

pengeluaran dalam beberapa anggaran. Pengukuran kinerja 

perusahaan dapat dilihat dar cash flow, laba bersih (net income), 

dan meningkatkan nilai pemegang saham. Hal ini bisa diukur 

dengan metode Balanced Scorecard yang berhubungan dengan 

profitabilitas. Berdasarkan pendapat Riyanto dalam (Mahsun, 

2006). Mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan 

pendekatan value for money yaitu menganalisis efektivitas dan 

efisiensi anggaran. Diantaranya yaitu : 

a. Ekonomis 

Merupakan perbandingan input value, dijelaskan pada satuan 

moneter (Mardiasmo, 2002). Maka dari itu perhitungan 

tingkat ekonomis anggaran dapat menggunakan rumus di 

bawah ini: 

 

 

Dalam menilai keekonimisan kinerja suatu instansi 

pemerintah digunakan kriteria yang dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 2. 1 Kriteria Ekonomis 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Sangat Ekonomis 

Ekonomis = Anggaran belanja x 100% 

Realisasi belanja 
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90% - 100% 4 Ekonomis 

80% - 90% 3 Cukup Ekonomis 

60% - 80% 2 Kurang Ekonomis 

<60% 1 Tidak Ekonomis 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 

b. Efisien 

(Mardiasmo, 2002) berpendapat efektivitas adalah 

perbandingan antara output atau input yang dihubungkan 

dengan standar kinerja ataupun target yang telah ditetapkan 

oleh instansi pemerintah ataupun perusahaan. Rumus yang 

digunakan yaitu : 

 

 

Dalam menilai keefiensi kinerja suatu instansi pemerintah 

digunakan kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Kriteria Ekonomis 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Tidak Efisien 

90% - 100% 4 Kurang Efisien 

80% - 90% 3 Cukup Efisien 

60% - 80% 2 Efisien 

<60% 1 Sangat Efisien 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 

c. Efektivitas 

Efisiensi =  Realisasi belanja x 100% 

 Realisasi pendapatan 
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(Mardiasmo, 2002) berpendapat bahwa perbandingan 

anatara outcome dan output disebut efektivitas. Rumus yang 

digunakan yaitu : 

 

 

Dalam menilai keefiensi kinerja suatu instansi pemerintah 

digunakan kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 3 Kriteria Efektivitas 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Sangat Efektif  

90% - 100% 4 Efektif 

80% - 90% 3 Cukup Efektiv 

60% - 80% 2 Kurang Efektif 

<60% 1 Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 

2. Perspektif Pelanggan  

Perspektif ini dianggap penting karena berkitan langsung 

dengan kepuasan pelanggan. Persaingan dalam mempertahankan 

pelanggan lama dan baru merupakan hal yang wajar dalam 

bisnis. Kinerja yang buruk dari Perspektif ini akan menurunkan 

jumlah pelanggan di masa depan walaupun pada saat ini 

keuangan kinerja sangat baik. Kaplan dan Norton (1966) 

menyarankan untuk organisasi atau perusahaan dalam 

menentukan segmen pasar untuk menjadi sasaran dan target, dan 

Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD x 100% 

Target Penerimaan PAD  
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untuk lebih fokus mengetahui keinginan dan kebutuhan calon 

pelanggan. 

Perspektif dapat diukur dengan pengukuran tingkat kepuasan 

pelanggan, yaitu mengukur seberapa jauhnya para pelanggan 

merasa puas terhadap layanan organisasi atau perusahaan. Pada 

penilaian Perspektif pelanggan digunakan beberapa indikator 

yaitu keandalan, mutu, dan keterukuran.  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Pada Perspektif ini manajemen mengidentifikasi proses 

internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan 

untuk mencapai sarana pelanggan dan keuangan. Tujuan 

Perspektif ini yaitu untuk membangun keunggulan organisasi 

melalui perbaikan proses internal organisasi secara 

berkelanjutan. Manajemen menentukan sasaran ukuran 

pelanggan dan finansial untuk menentukan sasaran ukuran pada 

Perspektif ini. Beberapa sasaran startegi itu adalah peningkatan 

proses layanan, peningkatan proses kapasitas instruktur, 

perbaikan siklus pelayanan, pembenahan teknologi, dan 

pengintegrasian teknologi.  

Guna menumbuhkan kinerja pada Perspektif ini maka 

organisasi sektor publik perlu menentukan ukuran target kinerja, 

mengukur dan mengidentifikasi kompetisi organisasi, 

mengidentifikasi teknologi yang ada, dan mengidentifikasi 
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proses layanan utama. Identifikasi ini guna mengetahui sebab 

pelayanan yang tidak menambah nila dan lambat.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

Pada Perspektif ini proses pembelajaran dan pertumbuhan 

memiliki beberapa sasaran strategi yaitu peningkatan 

kemampuan dalam membangun jaringan, peningkatan 

kemampuan pada pegawai, peningkatan motivasi pada pegawai, 

dan peningkatan komitmen pada pegawai. Sasaran strategi ini 

searah dengan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu 

kemampuan dan motivasi. 

Pada Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ada dua faktor 

yang mempengaruhi, yaitu : 

1. Kemampuan  

Kemampuan pegawai dipengaruhi dari fakor pengetahuan 

serta ketrampilan. Secara psikologis, kemampuan pegawai 

terdiri dari potensi dan reality. Artinya, pegawai yang 

mempunyai kemampuan di atas rata-rata dengan 

pengetahuan dan pendidikan yang memadai guna 

menjalankan pekerjaan yang terampil dalam menjalankan 

pekerjaan sehari-hari agar menjadi lebih mudah untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan.  

2. Motivasi 
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Pegawai memiliki energi potensial, energi tersebut 

dimanfaatkan oleh pegawai karena didorong oleh motif, 

harapan, dan insentif.  

a. Motif 

Merupakan bentuk dorongan tekad dan daya penggerak 

tekad bekerja seorang pegawai. 

b. Harapan  

Adalah waktu yang diberikan pada pegawai yang terjadi 

untuk mencapai tujuan. 

c. Insentif 

Adalah dorongan untuk memotvasi pegawai dengan 

pemberian imbalan atau hadiah bagi mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar. Maka hal itu akan 

membuat semangat dalam bekerja. 

Jadi, dapat disimpulkam jika peningkatan kemampuan 

pegawai merupakan variable yang penting untuk menambah 

nilai organisasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

indikator kemampuan pegawai dan motivasi pegawai 

digunakan untuk mengukur Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan  

2.2.4 Karakteristik Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang 

menjabarkan misi dan strategi perusahaan dalam tujuan operasional dan 
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tolak ukur kinerja. Balanced Scorecard memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu (Mulyadi, 2014) : 

1. Mengharuskan para anggotanya untuk menciptakan hubungan 

sebab akibat sasaran strategis yang diciptakan oleh perencanaan 

strategis. Sasaran ini ditetapkan dengan Perspektif  non 

keuangan yang wajib memiliki hubungan yang sederhana 

dengan sasaran keuangan, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

2. Memperluas Perspektif yang awalnya hanya Perspektif 

pelanggan, Perspektif proses bisnis internal, dan Perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Manfaat perluasan Perspektif 

ini untuk perusahaan yaitu membantu perusahaan untuk 

memasuki ke dalam lingkungan bisnis yang kompleks, dapat 

meningkatkan kinerja keuangan yang berlipat ganda dalam 

jangka waktu yang panjang.  

3. Dapat mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. 

Sasaran strategis Perspektif pelanggan, Perspektif proses bisnis 

internal, dan Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

merupakan sasaran yang tidak mudah untuk diukur, namun 

dengan Balanced Scorecard ketiga Perspektif tersebut dapat 

diukur sehingga dapat digunakan untuk mengatur kinerja 

pegawai.  
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Keseimbangan empat Perspektif dalam Balanced Scorecard yang 

diwujudkan oleh sistem perencanaan strategis, merupakan hal yang 

fundamental serta melahirkan kinerja keuangan jangka panjang. Keempat 

Perspektif tersebut harus imbang, tidak ada yang boleh melebihi Perspektif 

yang satu dengan yang lain. 

2.2.5 Manfaat Balanced Scorecard  

Kaplan dan Norton (1992) mengungkapkan beberapa manfaat dari 

Balanced Scorecard diantaranya, yaitu : 

1. Mengidentifikasi berbagai inisiatif strategis. 

2. Melaksanakan peninjauan ulang strategis sescara periodik dan 

sistematis. 

3. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari 

dan memperbaiki strategi. 

4. Mengklarifikasi dan menghasilkan kesepakatan tentang strategi. 

5. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 

6. Mengkaitkan tujuan strategi dengan sasaran jangka panjang. 

7. Menyeimbangkan tujuan departemen dan pribadi dengan 

strategi perusahaan. 

2.2.6 Keunggulan Balanced Scorecard  

Dalam perkembangannya Balanced Scorecard sudah banyak 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, keunggulan dari 

Balanced Scorecard yang tidak dimiliki oleh sistem strategi manajemen 
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tradisional diantaranya yaitu strategi manajemen tradisional hanya 

mengukur kinerja dari sisi keuangan saja, namun Balanced Scorecard dalam 

perencanaan strategis menilai menggunakan empat Perspektif yaitu 

Perspektif keuangan, Perspektif pelanggan, Perspektif proses bisnis internal, 

dan prespekif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Keunggulan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan 

strategis diantaranya yaitu (Mulyadi, 2014) mampu memberikan rencana 

yang strategis, yang memiliki karakteristik komperhensif, koheren, 

seimbang dan teratur. 

2.2.7 Kelemahan Balanced Scorecard  

Beberapa kelemahan dari Balanced Scorecard diantaranya yaitu : 

1. Terlalu banyaknya kriteria pengukur. 

2. Tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan. 

3. Hubungan antara pengukuran dan hasil non finansial yang 

relatif sedikit. 

4. Adanya kesulitan untuk menetapkan trade-off antara 

pengukuran finansial dan non finansial.
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum  

3.1.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Sleman atau yang disingkat Disnaker 

Sleman merupakan instansi pemerintah bidang tenaga kerja pada daerah 

wilayah Sleman. Dinas Tenaga Kerja ditetapkan menurut  Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 yang berisi pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 69 Tahun 2016 berisi tentang susunan organisasi, 

kedudukan, fungsi dan tugas serta tata kerja perangkat daerah. Dinas Tenaga 

Kerja Sleman termasuk dalam unsur pelaksanaan kegiatan pemerintah 

bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang dipimpin Kepala Dinas 

yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah.  

3.1.2 Visi dan Misi 

A. Visi  

Mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, 

berbudaya dan mengintergrasikan sistem e-government untuk 

menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.  

B. Misi  
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1. Meningkatkan good governance dengan meningkatkan 

kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-

government dengan intergitas pelayanan publik.  

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang 

berkualitas dan terjangkau bagi rakyat.  

3. Meningkatkan sistem ekonomi masyarakat, aksesibilitas, 

dan kemampuan ekonimi rakyat, dan menanggulangi 

kemiskinan.  

4. Menumbuhkan keunggulan penanganan sumber daya alam, 

lingkungan hidup, penataan ruang, dan kenyamanan.  

5. Menumbuhkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan 

gender.  

3.1.3 Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 55.10 

Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja Dinas Tenaga Kerja.  
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Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 55.10 Tahun 2021  

Gambar 3. 1 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Sleman 

3.1.4 Job Description Tugas dan Fungsi  

Adapun tugas dan fungsi pokok dari masing-masing SKPD Dinas  

Tenaga Kerja Sleman adalah sebagai berikut :  

A. Dinas Tenaga Kerja  

1. Tugas Dinas Tenaga Kerja  

Tugas Dinas Tenaga Kerja  yaitu membantu Bupati 

melakukan urusan pemerintah dan membantu tugas di 

bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.  

2. Fungsi Dinas Tenang Kerja  

a. Menyususn agenda kerja Dinas Tenaga Kerja; 
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b. Merumuskan strategi pemerintahan di bidang tenaga 

kerja dan bidang transmigrasi; 

c. Melakukan pelayanan, pengawasan, pelaksanaan serta 

pengelolaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 

dan bidang transmigrasi; 

d. Mengevaluasi laporan kegiatan pemerintahan bidang 

tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 

e. Melaksanaan tugas kesekretariatan dinas; 

f. Melaksankan tanggung jawab lain dari Bupati sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

B. Sekretariat  

1. Tugas Sekretariat 

Tugas sekretariat yaitu menjalankan kegiatan umum, 

kegiatan keuangan, kegiatan kepegawaian, kegiatan evaluasi 

serta perencanaan, dan membentuk semua kegiatan yang 

dilakukan pada organisasi.  

2. Fungsi Sekretariat  

a. Menyususn agenda kerja Sekretariat dan Dinas Tenaga 

Kerja; 

b. Merumuskan strategi kesekretariatan; 

c. Menjalankan kegiatan umum; 

d. Menjalankan kegiatan keuangan; 

e. Menjalankan kegiatan kepegawaian; 
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f. Menjalankan kegiatan perencanaan dan evaluasi; 

g. Mengordinasi tugas organisasi di dalam Dinas Tenaga 

Kerja; dan 

h. Mengevaluasi penyususnan laporan kegiatan kerja 

sekretariat dan Dinas Tenaga Kerja; 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian  

1. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu 

mempersiapkan bahan kegiatan perwujudan urusan 

umum dan urusan kepegawaian.  

2. Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian  

a. Membuat agenda kerja bagian Umum dan Sumber 

Daya Manusia; 

b. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan urusan 

umum dan personalia; 

c. Mengurus surat menyurat serta kearsipan; 

d. Mengurus persiapan, kedamaian, dan transparansi; 

e. Melakukan serta mengklasifikasikan persiapan 

permintaan, pengadaan, pemanfaatan, keamanan, 

administrasi, dan manajemen aset; 

f. Pengendalian dokumentasi dan informasi; 
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g. Menjalankan analisis kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan; 

h. Membuat susunan perencanaan permintaan, 

peningkatan dan pemeliharaan pegawai; 

i. Pelayanan administrasi pegawai dan manajemen 

personalia bagi pegawai;  

j. Mengevaluasi penyusunan laporan kegiatan kerja 

bagian Umum dan Sumber Daya Manusia. 

b. Subbagian Keuangan, dan Perencanaan Evaluasi  

1. Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi  

Subbagian Keuangan, dan Perencanaan Evaluasi 

memiliki tugas untuk membuat bahan untuk perwujudan 

masalah keuangan, rencana dan hal-hal evaluasi. 

2. Fungsi Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi   

a. Membuat agenda kerja Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Penyusunan pedoman teknis perwujudan di bidang 

keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi; 

c. Mengkoordinasikan pembuatan agenda kerja Dinas 

Tenaga Kerja; 

d. Perwujudan manajemen, akuntabilitas, dan 

pelaporan keuangan; 
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e. Mengkoordinasikan implementasi dan 

pengembangan inovas Dinas Tenaga Kerja; 

f. Melakukan dan mengordinasikan evaluasi dan 

pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja; 

g. Mengkaji dan membuat laporan kinerja pekerjaan 

bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

C. Bidang Hubungan Indsutrial dan Kesejahteraan Pekerja  

1. Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan 

Pekerja 

Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan 

Pekerja yaitu menjalankan, mengembangkan, dan mengelola 

kelembagaan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan 

tenaga kerja. 

2. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan 

Pekerja 

a. Menyusun agenda kerja untuk Bidang Hubungan 

Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; 

b. Penyusunan petnjuk teknis tentang hubungan industrial, 

keselamatan pegawai serta sistem perburuhan; 

c. Melaksanakan, membina, dan mengelola hubungan 

industrial; 

d. Mengendalikan serta membina keselamatan pegawai; 

e. Pengembangan serta pengelolaan lembaga tenaga kerja;  
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f. Mengevaluasi serta menyususnan laporan kegiatan kerja 

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja. 

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri 

dari : 

a. Kelompok Substansi Hubungan Industrial 

1. Tugas Kelompok Substansi Hubungan Industrial 

Tugas Kelompok Substansi Hubungan Industrial yaitu  

penyiapan bahan pelaksanaan, pengembangan, dan 

pengelolaan hubungan industrial. 

2. Fungsi Kelompok Substansi Hubungan Industrial 

a. Menyusun agenda kerja Kelompok Substansi 

Hubungan Industrial; 

b. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, 

pengawasan, dan pengelolaan hubungan industrial; 

c. Melaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan 

hubungan industrial; 

d. Menjalankan validasi peraturan perusahaan dan 

pendaftaran perjanjian kerjasama; 

e. Mencegah dan menyelesaikan perselisishan di dalam 

Hubungan Industrial; 

f. Pengawasan dan pencatatan kontrak kerja; 

g. Bimbingan dan pelaporan saat melakukan 

outsourcing bebrapa operasi ke perusahaan lain; 
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h. Pengkajian dan penyusunan laporan pelaksanaan 

Kelompok Substansi Hubungan Industrial. 

b. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan 

Kelembagaan 

1. Tugas Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan 

Kelembagaan 

Tugas Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan 

Kelembagaan yaitu mempersiapkan bahan pengwasan 

dan pengelolaan kesentosaan pegawai serta 

kelembagaan tenaga kerja. 

2. Fungsi Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan 

Kelembagaan  

a. Menyusun agenda kerja Kelompok Substansi 

Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan; 

b. Penyusunan pedoman teknis kesejahteraan pekerja 

dan kelembagaan ketenagakerjaan; 

c. Pengumpulan data, promosi, serta pengembangan 

kesejahteraan pegawai serta tunjangan fasilitas; 

d. Moderasi dewan pengupahan kabupaten; 

e. Mempromosikan lembaga kerja tripartit; 

f. Pembentukan dan pendaftaran serikat 

pekerja/serikat buruh; dan 
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g. Menilai dan melaporkan kinerja pekerja Kelompok 

Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan. 

D. Bidang Pelatihan dan Transmigrasi  

1. Tugas  Bidang Pelatihan dan Transmigrasi  

Tugas Bidang Pelatihan dan Transmigrasi yaitu  

menjalankan, membina dan mengendalikan pelatihan kerja, 

produktivitas kerja, pemagangan kerja, dan 

ketransmigrasian. 

2. Fungsi Bidang Pelatihan dan Transmigrasi  

a. Menyusun agenda kerja Bidang Pelatihan dan 

Transmigrasi; 

b. Merumuskan strategi teknis pelatihan kerja, pengukuran 

produktivitas kerja, pemagangan dalam negeri, dan 

ketransmigrasian; 

c. Melaksanakan penataran, dan pemagangan dalam 

negeri; 

d. Membina serta mengendalikan perizinan lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

e. Melaksanakan konsultasi serta mengukur produktivitas 

kerja perusahaan kecil; 

f. Menjalankan, membina, serta mengendalikan 

penempatan ketransmigrasian; dan  
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g. Mengkaji serta menyusun laporan pelaksanaan kerja 

Bidang Pelatihan dan Transmigrasi. 

Bidang Pelatihan dan Transmigrasi terdiri dari : 

a. Seksi Transmigrasi  

1. Tugas Seksi Transmigrasi 

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian 

ketransmigrasian. 

2. Fungsi Seksi Transmigrasi  

a. Pembuatan agenda kerja di bidang Seksi 

Transmigrasi; 

b. Penyusunan pedoman teknis ketransmigrasian; 

c. Menyelenggarakan pelatihan, pendataan, 

pemilahan, dan pengawasan transmigrasi; 

d. Melaksanakan serta mengendalikan kerjasama 

penempatan transmigrasi; dan 

e. Mengkaji serta menyusun laporan pelaksanaan 

kerja Seksi Transmigrasi. 

b. Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan 

Pemagangan 

1. Tugas Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, 

dan Pemagangan 
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Tugas Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, 

dan Pemagangan yaitu mempersiapkan bahan untuk 

pelaksanaan, promosi, serta manajemen penataran 

profesional, produktivitas tenaga kerja, dan 

pemagangan dalam negri. 

2. Fungsi Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, 

dan Pemagangan 

a. Menyusun agenda kerja Kelompok Substansi 

Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan; 

b. Merumuskan   teknis pelatihan kerja, produktivitas 

kerja dan pemagangan; 

c. Saran serta dukungan bagi  lembaga pelatihan 

kerja; 

d. Pencatatan serta pelayanan perjanjian lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

e. Implementasi serta pengembangan konsultansi 

produktivitas pada perusahaan kecil dan 

pengukuran produktivitas; 

f. Perwujudan kongsi pelatihan kerja; 

g.  Menyelenggarakan penataran dalam negri bagi 

pencari kerja dan peserta pelatihan;  
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h. Mengkaji serta membuat laporan perwujudan 

Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan 

Pemagangan. 

E. Bidang Penempatan dan Perluasan 

1. Tugas Bidang Penempatan dan Perluasan 

Tugas Bidang Penempatan dan Perluasan yaitu menjalankan, 

mengawasi, dan mengendalikan penempatan tenaga kerja 

dan perluasan kesempatan kerja. 

2. Fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan 

a. Membuat agenda kerja Bidang Penempatan dan 

Perluasan; 

b. Penyusunan pedoman teknis pencantuman tenaga kerja 

dan pengembangan kesempatan kerja; 

c. Menjalankan, pengawasan, serta mengendalikan 

penempatan tenaga kerja; 

d. Menjalankan, pengawasan, serta mengendalikan 

perluasan kesempatan kerja; dan 

e. Mengkaji dan menyusun laporan pelaksanaan kerja 

Bidang Penempatan dan Perluasan. 

Bidang Penempatan dan Perluasan terdiri dari : 

a. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja 

1. Tugas Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja 
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Tugas Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja 

yaitu mempersiapkan bahan melaksanakan, 

pengawasan, dan mengendalikan penempatan tenaga 

kerja. 

2. Fungsi Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja 

a. Pembuatan agenda kerja Kelompok Substansi 

Penempatan Tenaga Kerja; 

b. Merumuskan kebijakan teknis penempatan tenaga 

kerja; 

c. Melaksanakan persiapan tenaga kerja mikro; 

d. Pelaksanaan perantaraan kerja dan penyuluhan 

bimbingan jabatan; 

e. Penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang 

disabilitas; 

f. Pengelolaan informasi pasar kerja; 

g. Pelaksanaan pelayanan dan perlindungan Calon 

Pekerja Migran Indonesia; 

h. Pelayanan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing; 

i. Pelayanan izin, pembinaan, dan pengawasan izin 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan 

Bursa Kerja Khusus; dan  
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j. Evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 

kerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga 

Kerja. 

b. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja  

1. Tugas Kelompok Substansi Perluasan Tenaga Kerja 

Tugas Kelompok Substansi Perluasan Tenaga Kerja 

yaitu untuk menyiapkan bahan pelaksanaan, 

pembnaan, serta mengendalikan perluasan kesempatan 

kerja. 

2. Fungsi Kelompok Substansi Perluasan Tenaga Kerja  

a. Menyusun rencana kerja Kelompok Substansi 

Perluasan Kesempatan Kerja; 

b. Merumuskan kebijakan teknis perluasan 

kesempatan kerja; 

c. Melaksanakan padat karya; 

d. Pelaksanaan perencanaantenaga kerja makro; 

e. Pembinaan kewirausahaan; 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan 

Pekerja Migran Indonesia Purna; dan 

g. Evaluasi penataan laporan pelaksanaan kerja 

Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan 

Kerja. 

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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1. Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah  

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu menjalankan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja. 

3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Sleman  Menggunakan 

Balanced Scorecard 

3.2.1 Perspektif Keuangan 

Dalam pengukuran kinerja perspektif keuangan dihitung 

menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Sleman Bulan Juni 2021 yang dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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a. Ekonomis 

Perhitungan tingkat ekonomis anggaran pada Dinas Tenaga 

Kerja Sleman adalah sebagai berikut: 

 

Realisasi belanja 

= 16.665.612.208,00 x 100% 

5.888.866.665,00 

 = 283 % 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diartikan bahwa 

pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Sleman telah berhasil 

melakukan penghematan dari biaya yang sudah dianggarkan, 

Sehingga kinerja Dinas Tenaga Kerja Sleman dilihat melalui 

perspektif keuangan berdasarkan rasio ekonomis memiliki 

Ekonomis = Anggaran belanja x 100% 
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capaian 283% yang artinya berada pada kategori “Sangat 

Ekonomis”. 

b. Efisiensi 

Perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja 

Sleman adalah sebagai berikut: 

Efisiensi  =  Realisasi belanja x 100% 

Realisasi Pendapatan 

= 5.888.866.665,00 x 100% 

208.651.500,00 

= 282,23% 

Pada perhitungan di atas realisasi belanja didapat dari 

belanja operas dan belanja modal, sedangkan pada realisasi 

pendapatan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan perhitungan di atas, hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja Sleman dilihat melalui 

perspektif keuangan berdasarkan rasio efisiensi memiliki hasil 

sebesar 282,23% yang artinya berada pada kategori “Tidak 

Efisien”. 

c. Efektivitas 

Perhitungan tingkat efektivitas anggaran pada Dinas Tenaga 

Kerja Sleman adalah sebagai berikut: 
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Efektivitas  = Realisasi penerimaan PAD x 100% 

Target penerimaan PAD 

= 208.651.500,00 x 100% 

189.600.000,00 

= 110,0% 

Pada perhitungan di atas dapat diketahui 

bahwa target penerimaan Dinas Tenaga Kerja 

Sleman dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

tahun 2021 sebesar Rp 189.600.000,00 dan 

realisasi penerimaannya sebesar Rp 

208.651.500,00 maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Dinas Tenaga Kerja Sleman dilihat melalui 

perspektif keuangan berdasarkan rasio efektivitas 

memiliki capaian 110,0% dengan kategori “Sangat 

Efektif”.  

3.2.2 Perspektif Pelanggan  

Perspektif pelanggan memiliki orientasi untuk mengutamakan 

kesejahteraan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini yaitu masyarakat. 

Maka Balanced Scorecard menuntut para pemimpin untuk menjalankan 

misi organisasi publik mengenai pelayanan masyarakat secara umum ke 

dalam pengukuran yang spesifik bagi masyarakat. Pada Perspektif ini 

peneliti menggunakan penilaian dengan menyebarkan kuisoner kepada 
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masyarakat di Dinas Tenaga Kerja Sleman menggunakan beberapa 

indikator penilaian, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 1 Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga 

Kerja Sleman 

No  Indikator  Penilaian SS S TS STS 

1 

Keandalan 

Apakah pegawai 

memberi ketepatan, 

ketegasan, dan jujur 

dalam memberikan 

pelayanan? 

25 22   

 

2 Apakah pegawai 

terampil 

dibidangnya? 

26 21   

 

3 Apakah pegawai 

cepat dalam 

melakukan 

pemrosesan? 

31 16   

 

4 Apakah pelayanan 

yang diberikan sudah 

sesuai dengan 

kebutuhan? 

19 28   

 

5 

Mutu 

Apakah pegawai 

cepat dan tanggap 

dalam memberikan 

pelayanan? 

23 24   

 

6 Apakah pegawai 

memberikan 

informasi yang jelas 

dan mudah 

dimengerti? 

30 17   

 

7 Apakah pegawai 

memberikan 

pelayanan yang 

sopan dan ramah 

tanpa membeda-

bedakan? 

33 14   

 

8 

Keterukuran 

Apakah formulir 

mudah diproses dan 

diisi? 

28 18 1 
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9 Apakah ruang 

pelayanan nyaman 

dan memadai? 

25 22   

 

10 Apakah ketersediaan 

staf dalam 

memberikan 

pelayanan sudah 

sesuai? 

32 15   

 

11 Apakah sarana dan 

prasarana kantor 

sudah memadai? 

26 21   

 

 

Berdasarkan data hasil kuesioner diatas dengan responden sebanyak 

47 orang, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada 

pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Sleman dikatakan puas mulai dari 

keandalan pegawai dalam memberikan pelayanan, mutu pegawai dalam 

memberikan informasi serta memberikan pelayanan dengan tanggap dan 

tidak membeda-bedakan, keterukuran dalam aspek kenyamanan sarana 

prasarana kantor dan formulir yang mudah diproses. Dan menurut 

pengamatan yang saya lakukan ketika melakukan magang di Dinas Tenaga 

Kerja Sleman ditemukan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan 

pelayanan yang ada sehingga wajar saja jika masyarakat merasa puas. 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan yang diberikan oleh Erny 

Maryatun, S.IP, M.Si selaku Sekertaris di Dinas Tenaga Kerja Sleman. 

Beliau mengatakan : 

“Untuk menanggapi keluhan masyarakat dibidang layanan terkait 

dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis online seperti Lapor 
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Sleman dan BPID maka ditunjuk petugas khusus (admin) untuk membantu 

dan memantau masyarakat yang terkendala”. 

3.2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal  

Pada Perspektif ini pemerintah melakukan pengukuran terhadap 

semua aktivitas yang dilakukan pimpinan maupun bawahan untuk 

membentuk keunggulan organisasi dengan perbaikan proses internal 

organisasi secara berkelanjutan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Dalam hal ini organisasi berfokus pada pengembangan inovasi 

dan proses operasi. Hal itu dijelaskan pada pemaparan yang diberikan oleh 

Erny Maryatun, S.IP, M.Si selaku Sekertaris di Dinas Tenaga Kerja Sleman. 

Beliau mengatakan : 

“Cara mengkomunikasikan strategi perusahaan dari atasan yaitu 

dengan cara mensosialisasikan visi, misi, tujuan, dan target perusahaan yang 

masing-masing diberikan kepada pegawai sesuai dengan target tingkat 

kewenangan masing-masing. Dinas Tenaga Kerja Sleman tidak memiliki 

rencana bisnis atau tujual lain dikarenakan sudah ditetapkan oleh Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman terpilih. Cara untuk mewujudkan rencana bisnis itu 

dengan cara pemberian job desk yang tepat, kejelasan tujuan, sasaran, dan 

indikator dan target kepada masing-masing pegawai yang terdapat dalam 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan monev pengendalian atasan langsung 

dari SKP yang dibuat. Kendala yang dihadapi disebabkan oleh kapabilitas 

karyawan yang tidak sama, yang berakibat pada pencapain kinerja yang 

tidak sama dan kondisi sosial masyarakat. Yang dilakukan saat terjadinya 
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kendala untuk pegawai adalah pendampingan langsung yang intens dari 

atasan kepada bawahan, untuk masyarakat yaitu menerapkan manajemen 

resiko dengan cara membuat plan kedua jika plan pertama tidak berjalan 

sesuai rencana”. 

Setiap pegawai tidak membuat program kerja karena sudah 

ditetapkan dalam SKP. Diluar itu terdapat tugas lain untuk melaksanakan 

tugas dari atasan, sehingga atasan dapat memberi tugas lain diluar yang 

ditetapkan SKP. Untuk menilai kinerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja 

Sleman menggunakan penilain SKP yang terdapat pada E-kinerja. Dimana 

E-kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk penilaian kinerja 

pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Sleman. Program kerja dikatakan 

berhasil jika terdapat laporan yang sesuai didalam SKP. Terdapat perubahan 

kerja yang diberikan kesempatan 1 (satu) kali dalam setahun merubah 

program kerja biasanya terjadi pada akhir tahun dibulan Agustus sampai 

September, dan untuk mengevaluasi perubahan program kerja yaitu dengan 

cara melihat realisasi dari target. Penilaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja 

Sleman jauh lebih efektif dan efisien setelah adanya E-kinerja karena 

rencana dan target setiap pegawai sudah ditetapkan dalam SKP, sebelum 

menggunakan E-kinerja penilaian pegawai menggunakan buku harian 

berupa hard file yang tidak efektif dan efisien.” 

3.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pada Perspektif ini dalam organisasi bisnis pentingnya dalam 

memperhatikan pegawai, memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai 
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serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai karena dengan 

meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai dapat mendorong 

tingkat partisipasi pegawai dalam pencapaian hasil ketiga Perspektif untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Pada Perspektif ini peneliti menggunakan 

penilaian dengan menyebarkan kuisoner kepada pegawai di Dinas Tenaga 

Kerja Sleman menggunakan beberapa indikator penilaian, dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 2 Kuesoner Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan 

Dinas Tenaga Kerja Sleman 

 

No Indikator  Penilaian SS S TS STS 

1 

Koordinasi 

dan 

hubungan 

kerja 

Apakah komunikasi yang 

terbangun sangat efektif? 
11 27  

 

2 Apakah pegawai diberi 

kesempatan menyampaikan 

pendapat? 

 

15 23  

 

3 Apakah para pegawai 

terlibat dalam pengambilan 

keputusan? 

Apakah para pegawai saling 

bekerja sama dalam 

menjalankan tugas? 

10 25 3 

 

4 Apakah pemberian 

kompensasi yang diberikan 

sesuai? 

21 17  

 

5 

Penghargaan 

 

Apakah pegawai diberikan 

penghargaan atas prestasi? 
9 26 3 

 

6 Apakah pegawai dilibatkan 

disetiap kegiatan kantor? 
8 25 5 

 

7 Apakah penempatan jabatan 

sesuai dengan tingkat 

pendidikan? 

11 20 7 

 

8 Apakah pimpinan 

memberikan motivasi 

kepada pegawai? 

7 27 4 
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9 

Motivasi dan 

dukungan 

Apakah ada pelatihan 

pegawai? 
14 24  

 

10 Apakah tersedianya sarana 

dan prasarana sudah 

memadai? 

8 28 2 

 

11 Apakah ruang kerja terasa 

nyaman dan kondusif? 
8 30  

 

12 Apakah pemberian 

kompensasi yang diberikan 

sesuai? 

13 24 1 

 

 

       

Berdasarkan data hasil kuisoner diatas dengan responden sebanyak 

38 responden, maka dapat disimpulkan mengenai masalah pegawai yang 

ada di Dinas Tenaga Kerja Sleman yaitu pada indikator penghargaan 

mengenai pemberian kompensasi, pemberian pengharaan atas prestasi 

pegawai, keterlibatan pegawai dalam setiap kegiatan kantor, dan 

penempatan jabatan sesuai tingkat pendidikan dikatakan bahwa setuju 

dengan pernyataan tersebut. Pada indikator motivasi dan dukungan yang 

termasuk kedalam aspek motivasi tentang motivasi yang diberikan 

pimpinan kepada bawahan, penataran pegawai, tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai, dan ruang kerja yang nyaman dan kondusif 

dikatakan baik sesuai dengan hasil kuisoner diatas. Sedangkan, pada 

indikator koordinasi dan hubungan kerja yang termasuk dalam aspek 

kemampuan tentang komunikasi yang efektif, kesempatan menyampaikan 

pendapat, keterlibatan dalam mengambil keputusan, dan kerja sama antar 

pegawai dikatakan baik karena hasil kuisoner menunjukan bahwa para 

pegawai merasa puas terhadap koordinasi dan hubungan kerja yang terjalin 

antar pegawai. Hal itu diperkuat dengan pemaparan yang diberikan oleh 
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Erny Maryatun, S.IP, M.Si selaku Sekertaris di Dinas Tenaga Kerja Sleman. 

Beliau mengatakan : 

“Komunikasi yang terjalin antar pegawai baik lisan maupun tertulis 

sangat baik. Dikatakan komunikasi tertulis karena semua berbasis dokumen 

yang tertulis dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan komunikasi lisan 

berupa komunikasi sehari-hari. Komunikasi tersebut sangat mempengaruhi 

kinerja pegawai karena dengan komunikasi dapat mengetahuii kemauan 

atasan kepada bawahannya untuk memperlancar capaian kinerja”. 

Beliau juga mengatakan tentang kinerja pegawai apakah sudah 

sesuai dengan visi perusahaan dikatakan sudah 90% karena kinerja pegawai 

sebagian besar sudah sesuai target dan ada yang belum sesuai. Hal tersebut 

dikarenakan kapasitas pegawai yang berbeda-beda. Visi perusahaan tersebut 

sangat mempengaruhi terhadap kinerja pegawai karena visi, misi, tujuan, 

dan target sudah tertulis di dokumen perencanaan sehingga target dari tujuan 

dan sasaran yang merupakan penjabaran dari visi dan misi diturunkan 

kepada semua pegawai.” 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Tenaga Keja Sleman maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Perspektif Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian, Perspektif keuangan di Dinas Tenaga Kerja 

Sleman menunjukan hasil perhitungan pada tingkat efisien berada pada kategori 

tidak efisien lebih dari 100% yaitu sebesar 282,23%. Sedangkan pada tingkat 

ekonomis dan tingkat efektivitas, dikatakan sangat ekonomis dan sangat efektif 

lebih dari 100% karena pada tingkat ekonomis sebesar 283% dan pada tingkat 

efektivitas sebesar 110,0%. 

2.  Perspektif Pelanggan  

Berdasarkan hasil penelitian, perspektif pelanggan di Dinas Tenaga Kerja 

Sleman menunjukan hasil yang baik, dikatakan baik karena sebagian besar 

masyarakat merasa puas terhadap layanan di Dinas Tenaga Kerja Sleman. Hal ini 

menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Sleman mampu memberikan kepuasan 

pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian maka penilaian masyarakat 

berpengaruh terhadap penilaian pegawai di Dinas Tenaga Kerja Sleman.  
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3.  Perspektif Proses Bisnis Internal 

Berdasarkan hasil penelitian, Perspektif proses bisnis internal di Dinas 

Tenaga Kerja Sleman menunjukan bahwa pengukuran pada Dinas Tenaga Kerja 

Sleman sudah sesuai dengan metode Balanced Scorecard yang dimana penilaian 

kerja pegawai yang sekarang jauh lebih efektif dan efisien karena menggunakan 

sistem yang bernama e-kinerja.  

4.  Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian, Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di 

Dinas Tenaga Kerja Sleman menunjukan hasil yang baik. Kemampuan pegawai 

dalam melakukan tugas sudah sesuai dengan visi misi perusahaan. Dinas Tenaga 

Kerja Sleman mampu memeberi motivasi dan pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan pegawai.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran 

kepada Dinas Tenaga Kerja Sleman yaitu : 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap agar Dinas Tenaga 

Kerja Sleman dapat menggunakan metode Balanced Scorecard. Karena metode ini 

konsisten dengan strategi yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Sleman. Tiga 

Perspektif non keuangan Balanced Scorecard dapat memepengaruhi secara 

langsung kinerja Perspektif keuangan Dinas Tenaga Kerja Sleman, sehingga 

dengan metode ini diharapkan Dinas Tenaga Kerja Sleman dapat mempertahankan 

kinerjanya yang sudah baik dan meningkatkan untuk menjadi lebih baik.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Bulan Juni 2021 Dinas Tenaga Kerja Sleman 
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Lampiran 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Bulan Juni 2021 

Dinas Tenaga Kerja Sleman 



58 
 



59 
 

Lampiran 1. 3 Kuesioner Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja Sleman 
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Lampiran 1. 4 Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja Sleman 
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Lampiran 1. 5 Hasil Wawancara Penulis Terhadap Sekretaris Dinas Tenaga 

Kerja 

HASIL WAWANCARA 

Responden  : Erny Maryatun, S.IP, M.Si 

Jabatan  : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sleman 

Waktu Wawancara : Selasa, 16 Agustus 2022 

 

Peneliti : Assalamualaikum, bu. Perkenalkan saya Anindya Durotun Nafisah 

mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia ingin 

melakukan penelitian tentang penilaian kinerja menggunakan 

metode Balanced Scorecard pada Dinas Tenaga Kerja Sleman. 

Responden : Iya silahkan mba. 

Peneliti : Yang pertama yang ingn saya tanyakan apakah kinerja pegawai 

sudah sesuai dengan visi perusahaan? 

Responden : Ya, kalo dikatakan tidak 100%. Pastikan kinerja pegawai itu ada 

yang memang sesuai yang ditargetkan dan ada yang tidak, karena 

kapasitas pegawai yang berbeda-beda. Kalo boleh dipresentasikan 

lebih dari 90%.  

Peneliti : Yang kedua apakah visi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai? 
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Responden : Iya, sangat berpengaruh, karena untuk visi, misi, target, dan tujuan 

sasarannya sudah ada di dokumen perencanaan. Sehingga otomatis 

target dari tujuan sasaran yang merupakan penjabaran visi misi 

diturunkan ke semua pegawai. 

Peneliti : Yang ketiga bagaimana komunikasi yang terjalin antar pegawai?  

Responden : Komunikasi itu ada yang tertulis dan lisan. Dua-duanya akan 

berpengaruh. Kenapa tertulis karena kita bekerja semuanya berbasis 

dokumen artinya terkait dengan visi, misi, dan target dituangkan 

dalam SKP yaitu Sasaran Kinerja Pegawai, itu merupakan target 

kinerja anatara atasan dan bawahan. Kalo lisan yaitu komunikasi 

sehari-hari tentang cara menjalankan SKP tersebut.  

Peneliti : Lalu untuk yang selanjutnya, apakah komunikasi tersebut 

memepengaruhi kinerja pegawai? 

Responden : Sangat mempengaruhi, karena dengan komunikasi itu kita 

mengetahui apa kemauan atasan kepada bawahan. Dengan demikian 

akan memeperlancar capaian kinerja.  

Peneliti : Bagaimana cara mengkomunikasikan strategi perusahaan? 

Responden : Cara mengkomunikasikan adalah dari atasan ke bawah itu berarti 

atasan mensosialiasasikan visi, misi, target, dan tujuan perusahaan. 

Dengan visi misi tersebut masing-masing pegawai diberikan target 

sesuai dengan tingkat kewenangan (job desk). 
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Peneliti : Untuk yang selanjutnya, apakah ada rencana bisnis atau tujuan 

lain? 

Responden : Sebenarnya untuk tujuan lain tidak ada karena setiap ada Bupati 

dan Wakil Bupati terpilih sudah ditetapkan ke dalam RPJMD 

kemudian dituangkan didalam renstra. Sepanjang RPJMD tidak 

berubah kita juga tidak merubah renstra, hanya memang kadang-

kadang kita berkolaborasi dengan instansi lain untuk saling 

mensupport target kinerja instansi lain karena kita dalam satuan 

pemda. Jadi rencana bisnis itu sudah dibuat oleh Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih. 

Peneliti : Bagaimana rencana bisnis itu dibuat, bu? 

Respondes : Dari dokumen perencanaan itu tadi. 

Peneliti : Bagaimana cara agar rencana bisnis dan tujuan itu dapat 

diwujudkan, bu? 

Responden : Pemberian job desk yang tepat, kemudian kejelasan tujuan, sasaran, 

beserta indikator dan target yang diberikan kepada masing-masing 

pegawai yang kemudian dituangkan ke dalam SKP, monev dan 

pengendalian atasan langsung atas SKP. 

Peneliti : Kemudian yang selanjutnya, apakah ada kendalanya? 

Responden : Kendalanya itu biasanya disebabkan oleh kapabilitas pegawai yang 

tidak sama yang berakibat pada penerjemahan pencapaian kinerja 
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yang tidak sama, kemudian kondisi sosial ekonomi yang 

berkembang di masyarakat. Karena target-target perusahaan selalu 

dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di luar perusahaan 

itu. 

Peneliti : Ada lagi, bu. Apa yang dilakukan saat terjadinya kendala? 

Responden : Pendampingan yang intens secara langsung dari atasan kepada 

bawahan. Untuk yang masyarakat kita menerapkan manajemen 

resiko artinya kalo terjadi kendala kita akan melakukan plan kedua 

jika plan pertama bermasalah. 

Peneliti : Apakah ada masukan dari masyarakat terkait kinerja disini, bu? 

Responden : Kalo terkait kinerja paling hanya terkait dengan kinerja dibidang 

layanan, biasanya jika mendapatkan informasi yang tidak segera 

ditangani terutama informasi yang lewat sistem seperti Lapor 

Sleman dan BPID. Kecuali yang datang langsung kan bisa langsung 

kita temui. Biasanya keluhan terkait dengan pelayanan yang 

menggunakan teknologi informasi. 

Peneliti : Lalu bagaimana cara menanggapi keluhan masyarakat tersebut? 

Responden : Dengan cara menunjuk petugas khusus yang jadi admin khusus 

untuk memantau terus menerus. 

Peneliti : Yang selanjutnya, apakah setiap pegawai itu memebuat program 

kerja selain yang diberikan di SKP? 
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Responden : Tidak ada, tapi biasanya kadang-kadang kita ada tugas untuk 

mensupporting perangkat atau instansi lain. Kita tidak tau apa yang 

harus kita bantu, biasanya di dalam SKP terdapat tugas untuk 

melakasanakan tugasan atasan lainnya. Artinya itu berarati terdapat 

semacam ruang khusus untuk melaksanakan tugas dari atasan selain 

yang tertuang di dalam SKP. Karena SKP disusun di awal tahun jadi 

kita tidak tau apa yang akan terjadi diluar tugas yang sudah 

ditentukan. 

Peneliti : Selanjautnya, bagaimana cara menilai kinerja pegawai disini, bu? 

Responden : Melalui penilaian SKP melalui sistem yitu e-kinerja.  

Peneliti : Lalu, bagaimana kriteria program kerja itu dikatakan berhasil? 

Responden : Melalui SKP, jadi tugas yang kita lakukan akan tertera dalam SKP 

lalu atasan akan melihat bukti tugas yang sudah dilakukan disitu 

terdapat laporannya. 

Peneliti : Biasanya itu terjadi perubahan program kerja tidak, bu? 

Responden : Iya, kita diberi kesempatan 1 (satu) kali setahun. 

Peneliti : Lalu, itu bagiamana cara mengevaluasi rencana program kerja yang 

baru? 

Responden : Sama, jadi nanti pada akhir tahun pada saat dilakukan perubahan, 

kita menggunakan basisnya SKP yang belum dirubah pada saat nanti 
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bulan Agustus dan September ada sekali ruang untuk merubah SKP, 

setelah nanti terjadi perubahan kita melihat realisasi dari target. 

Peneliti : Itu emang ada kewenangannya ya, bu? Untuk merubah program 

kerja? 

Responden : Iya. 

Peneliti : Lalu yang terakhir, bu. Apakah penilaian kinerja sudah efektif dan 

efisien? 

Responden : Jauh lebih efektif dan efisien dari pada sebelum ada penilaian e-

kinerja karena target yang akan dilakukan pegawai sudah tertera 

jelas dsalam SKP itu. 

Peneliti : Memang kalo dulu menggunakan apa, bu? 

Responden : Cuman buku harian aja jadi bentuknya hard file. Tapi e-kinerja juga 

sudah cukup lama kita gunakan, sudah 5 tahunan. 

Peneliti : Baik, bu. Kalau begitu terimakasih banyak ya, bu atas waktunya. 

Responden : Iya dek sama-sama. 
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Lampiran 1. 6 Surat Keterangan Magang 

 


